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Pemerintah Kota Jelaskan Maksud dan Tujuan Ranperda RDTR ke DPRD Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota memberi jawaban dan penjelasan pada sejumlah fraksi di 
DPRD Tanjungpinang, atas maksud dan tujuan serta manfaat dari Ranperda Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR).

Penyampaiaan jawaban pemerintah atas pendapat fraksi DPRD Kota Tanjungpinang terhadap RDTR itu, berlangsung 
dalam rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang pada Selasa (7/11/2017).

Rapat Paripurna terbuka dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Tanjungpinang terhadap pandangan umum 
fraksi-fraksi tentang Ranperda Rancangan Detail Tata Ruang Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Ketua DPRD Suparno, 
Wakil Ketua I Ade Angga dan Wakil Ketua II Ahmad Dani serta dihadiri 17 anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Dalam jawbanya, Pemeritah Kota Tanjungpinang yang saat itu dibacakan Wakil Wali kota Tanjungpinang Syahrul 
mengatakan, Pemerintah kota Tanjungpinang sangat mengapresiasi fraksi-fraksi yang menerima Ranperda RDTR 
untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan baik secara langsung maupun dengan catatan.

Terhadap fraksi-fraksi yang menolak Ranperda RDTR untuk dilanjutkan tahap pembahasanya maupun fraksi yang 
abstain, Pemko Tanjungpinang juga memahaminya sebagai dinamika dalam pengambilan keputusan politik.

Namun demikian, terkait dengan keputusan tersebut, Pemko merasa perlu untuk sekali lagi menjelaskan hal-hal 
penting terkait urgensi Ranperda RDTR, serta konsekuensi yang harus dihadapi jika tidak memiliki Perda RDTR.

Dijelaskan Syahrul, Perdata RDTR, sejatinya merupakan turunan dari RTRW yang seharusnya sudah ditetapkan paling 
lambat 3 tahun sejak ditetapkan Perda RTRW Kota Tanjungpinang. Mengingat Perda RTRW disahkan pada 2014 lalu, 
maka seharusnya pada 2017 ini Kota Tanjungpinang sudah memiliki Perda RDTR. 

"Muatan Perda RDTR adalah untuk mengakomodir aturan yang lebih luas dan sangat penting bagi Kota Tanjungpinang, 
serta menjadi kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah di Kota Tanjungpinang mengacu pada kegiatan pemanfaatan 
ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kota Tanjungpinang."

Acuan ini tambah Syahrul, sangat dibutuhkan pemerintah dalam kegiatan pengendalian dan pemanfaatan ruang pada 
penerbitan izin pemanfaatan ruang serta sebagai acuan dalam penyusunan RTBL.

Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota Tanjungpinang juga mengingatkan akan ketentuan pidana pada UU Nomor 26 tahun 
2007 tentang Penataan Ruang bagai pemerintah yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kota 
masing-masing.

"Bahwa masa transisi RTRW hanya berlaku 3 tahun sejak diundangkan, sehingga pasca masa transisi terlewati masa 
seluruh ketentuan dalam RTRW berlaku mutlak, dalam arti pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan pola ruang 
RTRW harus menyesuaikan dan wajib dilakukan penertiban oleh penegak Perda," tuturnya.

Akhir atas jawaban pemerintah yang dibacakan Syahrul saat itu, memberikan pemahaman secara utuh terkait 
Ranperda RDTR baik substansi maupun urgensinya pada DPRD, yang tentunya akan dapat memberikan keputusan 
terbaik bagi masyarakat dan Kota Tanjungpinang.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerima persetujuan substansi atas RDTR dan peraturan zonasi 
tahun 2017-2037 dari Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Sudarsono di Jakarta pada Rabu (13/9/2017) lalu. 

Penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang dan peraturan zonasi melalui tahapan evaluasi 
kesesuaian materi muatan teknis Ranperda RDTR dan peraturan zonasi dengan muatan undang-undang nomor 26 
tahun 2007 tentang penataan ruang, kebijakan nasional bidang penataan ruang, pedoman rencana tata ruang, dan 
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya.

Evaluasi terhadap lima substansi Ranperda tentang RDTR, dan pembahasan forum lintas sektor beserta Pemerintah 
Daerah. Selanjutnya, Ranperda RDTR ini akan digesa menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang, 
yang ditargetkan pada 2017 akhir Ranperda tersebut akan disahkan.

Dalam pandangn beberapa fraksi anggota DPRD Tanjungpinang sebelumnya, juga menyinggung mengenai keluhan 
masyarakat terkait nasib mereka yang tinggal di wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hal itu dikatakan sejumlah fraksi dalam pandangan fraksi masing-masing, dan bahakan beberapa fraksi ada yang 
memilih abstain dan memberikan banyak catatan untuk Ranperda tersebut. Tetapi, pada akhirnya, semua berjalan 
dengan baik, karena tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi. Karena sesungguhnya Ranperda ini diusung untuk 
kepentingan masyarakat. 

Parpurna ini juga dihadiri Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim dan jajaran Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. (*)
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Jajaran Anggota DPRd Tanjungpinang yang menghadiri rapat Paripurna 
penyampaian jawaban Wali Kota Tanjungpinang terhadap pandangan umum 

fraksi-fraksi terhadap ranperda tentang Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) 
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Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno yang didampingi Wakil Ketua I Ade 
Angga, Wakil Ketua II Ahmad Dhani dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, 

Syahrul khusuk saat berdoa agar pembahasan Perda RDTR Berjalan Lancar

Anggota DPRD Tanjungpinang dan Pimpinan DPRD Serius Memperhatikan 
penyampaian Wakil Wali Kota tentang jawaban terhadap Pandangan Umum 

Fraksi-Fraksi terhadap ranperda tentang Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) 

Wakil Wali Kota, Syahrul membacakan Pidato penyampaian jawaban Wali Kota 
tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ranperda tentang 

Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjungpinang

Wakil Wali Kota Tanjungpinang bersiap membacakan jawaban Wali Kota 
Tanjungpinang, Lis Darmansyah tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi 
terhadap ranperda tentang Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kota 

Jajaran OPD Kota Tanjungpinang turut menghadiri Paripurna Para Pimpinan DPRD Tanjungpinangdan Syahrul “Mesra” usai penyerahan berkas jawaban 
Wali Kota Tanjungpinang tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ranperda tentang 

Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjungpinang
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